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ABSTRACT
EFECTIVITY OF INFORMING LETTER DELIVERING 
SYSTEM
OF ANNUAL INCOMING TAX TROUGH DROP BOX
IN THE OFFICE OF TAX SERVING (KPP)
PRATAMA KARANGANYAR
RAHMANIAR IKA SURAWATI
F 3407059
The purpose of the research wants to know if the implementation of annual 
informing letter delivering system of tax income trough Drop Box in the office of 
tax serving (KPP) Pratama-Karanganyar was suitable to the in regulation wich in 
force and was effective.
The method of the research which was used to determine the scope of 
research in order to obtain a sample to be raised to a problem. Furthermore, 
descriptively approach was done appropriate with situation and condition of KPP 
Pratama Karanganyar through data collection techniques include: interviews, 
observation, library research, and data processing.
From the research wich is perfomed by author, is gained that the 
implementation of annual informing letter system  letter delivering system of tax 
income trough Drop Box in the office of tax serving (KPP) Pratama-Karanganyar
have run according to the regulation which is in force, namely the tax regulation 
of general directorate PER No. 19/PJ/2009. It is based on the rule No.28, 2007. 
The system have been effective done by private tax obligator. The Effectiveness 
of Drop Box is viewed from the development of the amount increasing for annual 
informing letter delivering before using DropBox and after using Drop Box. 
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The purpose of the research wants to know implementation of annual 
informing letter delivering system of tax income trough Drop Box in the office of  
tax serving (KPP) Pratama-Karanganyar was suitable to in the regulation which in 
force and was effective.
The method of the research which was used to determine the scope of 
research in to obtain a sample to be raised to a problem. Furthermore, 
descriptively approach was done appropriate with situation and condition of KPP 
Pratama Karanganyar trough data collection techniques include: interviews, 
observation, library, research, and data processing. 
From the research which is perfomed by author, is gained that the 
implementation of annual informing letter system letter delivering system of tax 
income trough Drop Box in the office of tax serving (KPP) Pratama-Karanganyar 
have run according to the regulation which is in force, namely the tax regulation 
of general directorate PER No. 19/PJ/2009. It is based on the rule No. 28, 2007. 
The system have been effective done by private tax obligator. The effectiveness of 
Drop Box is viewed from the development of the amount increasing for annual 
informing letter delivering before using Drop Box and after using Drop Box.
Key Word: Drop Box, KPP Pratama Karanganyar, Tax Revenue.
xi
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum 
yang berlandaskan pada Undang – Undang Dasar 1945 dan berasaskan 
Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan 
secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor 
pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan 
pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka 
diperlukan dukungan dan peranserta seluruh potensi masyarakat. Agar 
dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan 
adanya hubungan yang selaras, serasi dan berimbang  antara pemerintah 
dengan masyarakat. Pembangunan Nasional merupakan suatu pembangunan 
yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya 
dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. 
Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-
gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, 
sosial, politik,hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dengan secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari 
Pembangunan Nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah 
pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam 
mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan 
2yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari 
pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam Pembangunan 
Nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang 
diperolehnya, Oleh karena itu peran masyarakat dalam Pembangunan 
Nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat 
dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Sistem perpajakan di Indonesia menganut asas Self Assesment system, 
yang telah dianut sejak terjadi reformasi perpajakan atau Tax Reform pada 
tahun 1983. Sejak reformasi tersebut, Indonesia mulai menganut asas Self 
Assesment System dalam hal pemungutan pajak sebagi pengganti dari 
Official Assesment System.
Yang dimaksud dengan Self Assesment system adalah wajib pajak 
berkewajiban mengurus sendiri SPT Tahunan dan SPT Masa, yang intinya 
adalah wajib pajak telah diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk 
menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak  yang harus 
dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pengisian SPT harus benar, jelas dan lengkap dengan lampiran-
lampirannya dan harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah 
ditentukan berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 
Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentng Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan 
3Tahunan Pajak Orang Pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun 
pajak.
Drop Box adalah kotak yang digunakan untuk menyampaikan dan 
menempatkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak. Kotak-
kotak tersebut diletakkan di tempat-tempat tertentu dan didampingi oleh 
petugas KPP, yang selanjutnya petugas tersebut akan memberikan tanda 
bukti terima bahwa Wajib Pajak telah memasukkan Laporan SPT Tahunan 
PPh ke dalam kotak tersebut. Konsep Drop Box dapat dikatakan sebagai 
lanjutan dari konsep Sunset Policy.
Sunset Policy adalah pengampunan pajak yang diberikan kepada Wajib 
Pajak dengan memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 
atas pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007 dan 
penghapusan sanksi administrasi  atas pajak yang tidak atau kurang bayar 
untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk 
mendapatkan NPWP.
Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil 
judul “EFEKTIVITAS SISTEM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN 
PAJAK PENGHASILAN MELALUI DROP BOX DI KANTOR 
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA KARANGANYAR”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan 
perumusan masalah yang dapat diformulasikan sebagai berikut :
41. Apakah sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui 
Drop Box di KPP Pratama Karanganyar sudah efektif?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyampaian SPT 
Tahunan Pajak Penghasilan melalui Drop Box di KPP Pratama 
Karanganyar serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi 
kendala tersebut?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka penelitian ini 
mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan system penyampaian SPT 
Tahunan Pajak Penghasilan melalui Drop Box di KPP Pratama 
Karanganyar sudah efektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam 
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui Drop Box di KPP 
Pratama Karanganyar dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan 
dalam menghadapi kendala tersebut.
D. Manfaat
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti 
berikutnya yang akan mengambil masalah yang sama dan dijadikan 
informasi tambahan.
52. Bagi pihak lain dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 
informasi dan dapat digunakan sebagai data sekunder bagi pihak yang 
membutuhkan.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan untuk 
mengambil keputusan berbagai usaha untuk menghadapi masalah-
masalah yang sedang dihadapi perusahaan.
E. Metode Penelitian
Setiap karya ilmiah pastinya digunakan cara atau metode-metode 
tertentu yang digunakan penulis agar penulisan tersebut dapat memenuhi 
syarat dalam suatu karya ilmiah. Metode yang penulis gunakan 
dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan hasil penelitian 
secara optimal dan memenuhi syarat ilmiah.
Terkait dengan hal diatas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini metode 
yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Karanganyar yang terletak 
di JL. KH. Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran Cangakan, 
Karanganyar, Jawa Tengah. Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, 
mulai tanggal 1 Februari – 31 Maret 2010. 
2. Objek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. Penelitian ini berisi 
tentang apakah pelaksanaan sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan melalui Drop Box di KPP Pratama Karanganyar sudah 
6efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 
penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui Drop Box di KPP 
Pratama Karanganyar.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data dapat diperoleh melalui wawancara dengan suber atau pihak 
terkait yang mempunyai wewenang di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Karanganyar.
b. Sumber Data Sekunder
Data dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang sudah tertulis, 
misalnya: peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan 
lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi 
dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 
dengan masalah-masalah yang dibahas.
b. Dokumentasi
Adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi 
dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan masalah-masalah yang sedang dibahas.
7c. Studi Kepustakaan
Adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi 
dengan cara mencari informasi-informasi tambahan dari literature 
atau buku-buku lain yang berkaitan.
5. Teknik Pembahasan
Pembahasan Deskriptif
Adalah teknik untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai suatu obyek yang diteliti. Beberapa alat 
pendukung untuk pembahasan deskriptif adalah penggunaan foto / 
gambar untuk memperjelas deskripsi.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Pajak
1.   Pengertian Pajak
Undang-undang no.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara perpajakan STTD Undang-undang No.16 tahun 2009 mengartikan 
“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  
Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang 
berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” : Pajak adalah iuran 
wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa 
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007  yang merupakan 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 
: “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
9undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan imbalan jasa 
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan dalam membayar pengeluaran umum.
Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani : “Pajak adalah iuran kepada 
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat  
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan 
faktor-faktor yang sangat dominan untuk menentukan timbulnya 
kewajiban pajak, Prof. Dr. P. J. A. Adriani membedakan pajak terdiri 
atas dua jenis, yaitu:
a. Pajak Subyektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya 
sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak 
walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak 
tergantung pada keadaan objek pajaknya.
Contoh : Pajak Penghasilan
b. Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban 
pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak.
Contoh : Objek Pajak Penghasilan.
2. Fungsi Pajak
Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai 
pengeluaran publik, sehubungan dengan tugas negara untuk 
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menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 
dua:
a.Fungsi Pendanaan (Budgetair)
Adalah pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan 
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
b.Fungsi Mengatur (Regulair)
Adalah pajak yang berfungsi  sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Asas Pemungutan Pajak 
a. Asas Menurut Falsafah Hukum
Adalah pajak yang dipungut berdasarkan hukum, yang artinya asas 
pemungutan pajak harus berdasarkan pada keadilan, selanjutnya 
keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak.
c. Asas Yuridis
Adalah pemungutan pajak yang dilandasi oleh hukum pemungutan 
pajak pasal 23, ayat (2) UUD 1945.
d. Asas Ekonomis
Adalah pemungutan pajak selalu diupayakan untuk menghambat 
kegiatan ekonomi baik masyarakat secara individu maupun ekonomi 
secara keseluruhan.
2. Teori Pemungutan Pajak
a. Teori Asuransi
Adalah pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi 
yang tidak mendapatkan kontrapestasi secara langsung.
11
b. Teori Kepentingan
Adalah pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan asas 
kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh 
negara atas harta kekayaan. 
c. Teori Gaya Pikul
Adalah masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada 
pemanfatan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat. 
d. Teori Bakti
Adalah pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk 
menunjukkan bakti masyarakat kepada negara, dasar hukumnya 
terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. 
e. Teori Daya Beli
Adalah pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, 
sehingga pemungutan pajak menitik beratkan pada fungsi pajak yang 
mengatur.
5. Penggolongan Jenis-Jenis Pajak
a. Menurut golongannya, pajak digolongkan menurut cara 
pemungutannya, yaitu:
1) Pajak Langsung, pajak yang langsung ditanggung oleh wajib 
pajak (tidak dapat langsung dilimpahkan kepada pihak lain).
2) Pajak Tidak langsung, pajak yang dapat dilimpahkan kepada 
pihak lain.
b. Menurut sifatnya, pajak didasarkan pada sifat subjektif dan sifat 
objektif, yaitu:
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1) Pajak Subjektif, pajak yang mendasarkan pemungutannya 
dengan memperhatikan subjek pajak (Wajib Pajak secara 
subjektif)
2) Pajak Objektif, pajak yang mendasarkan pemungutannya pada 
objek pajak dan tanpa memperhatikan objek pajaknya.
c. Menurut pemungutannya, pajak berdassarkan siapa yang, melakukan 
pemungutan dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu:
1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-
masing.
6. Pengertian Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak 
atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak 
atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun 
Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifinya dimulai atau berakhir 
dalam Tahun Pajak (Erly Suandy, 2006:81) 
7. Subyek Pajak Dari Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang-orang pribadi dan 
badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh 
selama suatu tahun pajak. Yang termasuk dalam Subjek pajak 
Penghasilan adalah:
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a. Orang Pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 
maupun yang berada di luar indonesia.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 
yang berhak.
c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT), adalah bentuk usaha yang dipergunakan 
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak 
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 
12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa :
1) tempat kedudukan manajemen;
2) cabang perusahaan;
3) gedung kantor;
4) pabrik;
5) bengkel;
6) gudang;
7) ruang untuk promosi dan penjualan;
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8) pertambangan dan penggalian sumber alam;
9) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
10) pertambangan dan penggalian sumber alam;
11) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
12) proyek konstruksi, instalansi atau proyek perakitan;
13) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang 
lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
14) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang 
berkedudukan tidak bebas;
15) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia yang 
menerima premi asuransi atau menanggung resiko di indonesia;
16) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang 
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik 
untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
8. Jenis Subyek Pajak
a. Subjek Pajak Dalam Negeri :
1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 
pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 
jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu 
tahun pajak berada di Indonesia  dan mempunyai niat untuk 
bertempat tinggal di Indonesia.
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2) Badan yang didirikan atau yang berkedudukan di Indonesia 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, dan atau bentuk usaha lainnya termasuk 
reksadana.
3) Warisan yang belum terbagi.
b. Subjek Pajak Luar Negeri :
1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari 
dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan 
atau berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan 
usaha melalui BUT di Indonesia .
2) Orang pribadi/badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia 
atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari 
dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi tidak menggunakan BUT 
di Indonesia untuk melakukan usaha tetapi mempunyai 
penghasilan di Indonesia. Dalam kategori ini adalah pajak 
langsung pada subjek pajak luar negeri.
9. Pengecualian Subyek Pajak
a. Kantor Perwakilan Negara Asing
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b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan 
kepada mereka yang bekerja pada, bertempat tinggal bersama-sama 
mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 
menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau 
pekerjaannya teersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan 
perlakuan timbal balik.
c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 
2) Tidak menjalankan usaha; atau 
3) kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia 
selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 
berasal dari iuran anggota.
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 
dengan keputusan menteri keuangan  dengan syarat bukan warga 
Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau 
pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
10. Obyek Pajak Dari Pajak Penghasilan
Adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan dan dalam bentuk apapun termasuk:
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a. penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan jasa 
yang dapat diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 
honorarium, gaji, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan 
berbentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang 
Pajak Penghasilan;  
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualaln atau karena pengalihan harta ter 
masuk:
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 
sebagai biaya;
f. bunga termasuk premium, diskonto dan pengembalian karena 
jaminan pengembalian utang;
g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa 
hasil usaha koperasi;
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
18
o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 
yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak;
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
s. surplus Bank Indonesia.
11. Pengecualian Obyek Pajak
a. bantuan
b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 
pengganti saham atau sebagai penyertaan modal;
d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau 
kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan 
oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan secara final atau 
wajib pajak ynag menggunakan norma perhitungan khusus (deemed 
profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh;
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 
asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 
terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD 
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dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 
bertempat  kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas; BUMN dan BUMD  yang menerima 
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan 
deviden paling rendah 25% (dua puluh liam persen) dari jumlah 
modal yang disetor;
g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh 
pemberi kerja maupun pegawai;
h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam 
bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Keuangan;
i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham – saham, 
persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang 
unit penyertaan investasi kolektif;
j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 
menjalankan kegitan di Indonesia dengan syarat badan pasangan 
usaha tersebut:
1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang 
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
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2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya 
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan, yaitu:
1. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib 
Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan 
formal/nonformal yang terstruktur baik didalam negeri maupun 
diluar negeri;
2. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, 
komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi 
beasiswa;
3. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang 
dibayarkan kesekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang 
berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya pembelian 
buku, dan/ atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan dengan 
daerah lokasi tempat belajar;
l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba 
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan 
prasarana kegiatan bidang pendidikan dan atau penelitian dan 
pengembangan, dalam jangka waktu paling lam 4 (empat) tahun 
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
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m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Menteri Keuangan.
B. Wajib Pajak
1. Pengertian Wajib pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.  
2. Jenis – Jenis Wajib Pajak
a. Orang Pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 
maupun yang berada di luar indonesia.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 
yang berhak.
c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; dan
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
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3. Pengertian Wajib pajak Terdaftar
Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan berdomisili 
di wilayah kerja KPP.
C. Surat Pemberitahuan (SPT)
1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 mengartikan 
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah “surat yang digunakan oleh Wajib 
Pajak yang digunakan unuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau 
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perutaran perundang-
undangan perpajakan.”
2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
a. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan 
mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya 
terutang.
b. Sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran 
pajak yang telah dilakukan sendiri atau telah diungut/dipotong oleh 
pihak lain.
c. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong 
tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan 
lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)
a. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
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Adalah surat pemberitahuan (SPT) yang digunakan oleh Wajib Pajak 
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang pada 
suatu masa pajak tertentu.
b. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Adalah surat pemberitahuan (SPT) yang digunakan oleh Wajib Pajak 
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang pada 
suatu tahun pajak tertentu.
4. Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan
a. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berbentuk:
1)  Formulir kertas (hardcopy); atau
2) e-SPT
b. Isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan:
Surat Pemberitahuan (SPT) minimal berisi :
1) Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib pajak, dan Alamat Wajib 
Pajak;
2) Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang 
bersangkutan; dan
3) Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 tentang 
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 
(1) huruf a, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
juga memuat data tentang :
1) Jumlah Peredaran Usaha;
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2) Jumlah Penghasilan, termasuk didalamnya adalah penghasilan
yang bukan merupakan objek pajak;
3) Jumlah Penghasilan Kena Pajak;
4) Jumlah pajak terutang;
5) Jumlah Kredit Pajak;
6) Jumlah kekurangan tau kelebihan wajib pajak;
7) Jumlah harta dan kewajiban;
8) Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
9) Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 
5. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Batas waktui penyampaian SPT Tahunan adalah :
a. untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, 
paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling 
lama4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 
6. Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT
D. Drop Box
1. Pengertian Drop Box
Drop Box adalah kotak yang digunakan untuk menyampaikan dan 
menempatkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak. Kotak-
kotak tersebut diletakkan di tempat-tempat tertentu dan didampingi oleh 
petugas KPP, yang selanjutnya petugas tersebut akan memberikan tanda 
bukti terima bahwa Wajib Pajak telah memasukkan Laporan SPT 
Tahunan PPh ke dalam kotak tersebut.
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2. Fungsi Drop Box
Drop Box mempunyai fungsi sebagai tempat untuk memudahkan Wajib 
Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 
Penghasilan. 
3. Lokasi Dan Ukuran Drop Box
Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Pratama Karanganyar menempatkan 
beberapa Drop Box ditempat yang strategis, yaitu :
a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar yang terletak di 
Cangakan,
b. Kantor Kecamatan Colomadu,
c. Kantor Kecamatan Gemolong,
d. Kantor Kecamatan Karanganyar.
Dalam surat Edaran No.SE-15/PJ/2009 tentang penggunaan Drop Box
sebagai Media Penyampaian SPT Tahunan dan Spanduk Sosialisasinya 
adalah panjang 50 cm, lebar 37 cm, dan tinggi 80 cm dengan pembatas 
ditengahnya. Bahan dapat dibuat dari kardus, triplek, atau bahan lain 
yang dapat membentuk kotak (box). 
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BAB III
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum KPP Pratama Karanganyar
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
No.KEP.315/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat 
Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar adalah 
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor Direktorat Jenderal Pajak 
Jawa Bagian Tengah II.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas menghimpun 
penerimaan bidang perpajakan. Dalam tugasnya terkandung beberapa peran 
penting yang sangat strategis, antara lain adalah:
1.Mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara dari pajak serta 
penerimaan Negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan 
terhadap pinjaman luar negeri, guna membiayai tugas pemerintah dan 
pembangunan.
2.Ikut serta dalam pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri 
dengan jalan memberikan kemudahan dalam rangka pengolahan bahan 
baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan kelancaran 
arus barang ekspor dan impor, serta melakukan pencegahan dan 
pemberantasan penyelundupan.
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1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar
Kantor Pelayanan Pajak dan selanjutnya disingkat KPP Pratama 
Karanganyar beralamat di Jalan Palur Raya No.2 Ngringo Jaten 
Karanganyar, yang kemudian pindah di Jl. KH. Samanhudi No.7 
Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar adalah pecahan dari KPP 
Surakarta yang dulunya meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 
Sragen, Kotamadya Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 
2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan peraturan tersebut diberitahukan 
bahwa kode wilayah KPP Pratama Karanganyar di Nomor PokokWajib 
Pajak (NPWP) yang sebelumnya 526 (KPP Surakarta) menjadi 528 
(KPP Pratama Karanganyar). Adapun wilayah kerja KPP Pratama 
Karanganyar meliputi wilayah Karanganyar yang terdiri dari 17 
kecamatan, dan wilayah Sragen yang terdiri dari 20 kecamatan. 
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Table 3.1
WILAYAH KERJA KPP PRATAMA KARANGANYAR 2009
(Sumber: Seksi Waskon Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar)
Jumlah wajib pajak yang terdaftar per 31 Desember 2009 di KPP 
Pratama Karanganyar dengan perincian 4.146 wajib pajak Badan, 77.871
Orang Pribadi, dan 2.384 Bendaharawan. Target penerimaan all tax yang
terdiri dari penerimaan pajak dan PBB KPP Pratama Karanganyar pada 
tahun 2009 adalah sebesar Rp. 301.777.686.588,00 
WILAYAH/ LOKASI ADMINISTRASI
NO WILAYAH
LUAS 
WILAYAH
JUMLAH 
PENDUDUK
JUMLAH 
KK JUMLAH WP
(ha) NON 
MISKIN
OP BADAN BENDA
HARAWAN
I KABUPATEN 
KARANGANYAR
128.112 865.580 827.542 39.807 2.246 1.021
II KABUPATEN 
SRAGEN
103.481 871.951 838.784 38.064 1.900 1.363
JUMLAH 231.593 1.737.531 1.666.326 77.871 4.146 2.384
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2. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar
Struktur organisasi di KPP Pratama Karanganyar terdiri dari 
Kepala Kantor, Bendaharawan, Subbag Umum, Seksi Pelayanan, Seksi 
Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Penagihan, 
Seksi Pemeriksaan, Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, 
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
wilayah Sragen, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. Total 
jumlah pegawai per 15 Maret 2010 adalah 81 orang dengan rincian satu 
orang Kepala Kantor (eselon III), delapan Kepala Seksi (eselon IV), satu 
orang kepala KP2KP Sragen, 21 Account Representative, 12 orang 
Pemeriksa, 3 orang Jurusita Pajak dan 55 orang pelaksana. Dari 40 orang 
pelaksana tersebut 7 orang di Sub Bagian Umum, 11 orang di Seksi 
Pelayanan, 8 orang di seksi PDI, 5 orang di seksi Penagihan (jurusita tidak 
termasuk), 5 orang di Seksi Ekstensifikasi, dan 2 orang di Seksi 
Pemeriksaan.
Setelah modernisasi perpajakan, struktur organisasi yang terdapat 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sebagaimana yang 
terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya adalah: 
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Gambar  3.2
Struktur Organisasi di KPP Pratama Karanganyar
Kepala Kantor
Joko Martono
Kasi Pelayanan:
Tri Suharno
Kasi 
Penagihan:
Puji Harsiwi
Kasub bagian Umum: 
Iswardono
Kasi 
Ekstensifikasi:
R. Cahya K. 
Herlambang
Fungsional Pemeriksa
Kasi 
Pemeriksaan:
Busro 
Haryono
Kasi PDI:
Djarwanto
Kepala KP2KP Sragen: 
FG Sri Suratno
Kasi Waskon
I: -
II: Syah Reza Emil
III: -
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3. Uraian Tugas Seksi – seksi di KPP Pratama Karanganyar
a. Kepala Kantor
Kepala Kantor memiliki tugas dan mengkoordinasi dan mengendalikan 
kegiatan operasional di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn 
BM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya berdasarkan peraturan 
perundang – undangan perpajakan untuk meningkatkan pemenuhan 
kewajiban perpajakan.
b. Sub Bagian Umum
Sub bagian umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, 
keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Uraian tugas dari sub bagian 
umum antara lain:
1) Penerimaan, pemrosesan, penatausahaan, dokumen masuk KPP.
2) Penyampaian dokumen di KPP.
3) Penyusunan RKAKL< laporan berkala KPP, laporan tahunan, 
laporan/ daftar realisasi anggaran belanja.
4) Penerimaan inventaris dari rekaan/ pihak lain.
5) Penutupan buku kas umum, dan lain – lain.
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
Seksi PDI mempunyai tugas, yaitu melakukan urusan pengolahan data 
dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan, serta 
melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak. Uraian tugas dari seksi PDI 
antara lain:
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1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI.
2) Penatausahaan alat keterangan.
3) Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, 
perkembangan ekonomi, dan keuangan.
4) Pembentukan dan pemanfaatan bank data.
5) Penatausahaan penerimaan PBB Non- Elektronik.
6) Pembuatan laporan penerimaan PBB/ BPHTB.
7) Penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.
d. Seksi Pelayanan
Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat 
Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan 
perpajakan, pelaksaan registrasi wajib pajak, serta melakukan 
kerjasama perpajakan. Uraian tugas dari seksi pelayanan antara lain:
1) Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan WP pada TPT.
2) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan 
NPWP dan pencabutan PKP.
3) Perubahan identitas WP.
4) Pemindahan WP dan PKP di KPP lama dan KPP baru.
5) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa.
6) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT 
Tahunan PPh.
7) Penerbitan surat teguran untuk SPT Masa PPN.
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8) Penerbitan surat teguran untuk SPT Tahunan PPh.
9) Penelitian hasil keluaran SPPT/ STTS/ DHKP/ DHR.
10) Permohonan pencetakan salinan SPPT/ SKP/ STP.
11) Peminjaman atau pengiriman berkas.
12) Permohonan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang U$ 
Dollar.
13) Pemberitahuan penggunaan Norma Perhitungan.
14) Penerbitan SKP.
15) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP.
16) Penyisihan anak berkas WP yang masa/ tahun pajaknya lebih dari 
10 tahun (kadaluwarsa).
e. Seksi Pemeriksaan
Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan 
dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) serta 
pemeriksaan perpajakan lainnya. Uraian tugas dari seksi pemeriksaan 
antara lain:
1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
pemeriksaan.
2) Penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar.
3) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).
4) Penyelesaian permohonan pengembalian pembayaran pajak 
pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh.
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5) Penyelesaian usulan pemeriksaan.
6) Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan.
7) Pengamatan oleh KPP.
8) Pemeriksaan kantor dan lapangan.
9) Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.
f. Seksi Ekstensifikasi
Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi 
perpajakan, pendataan obyek pajak dan subyek pajak, pembentukan 
dan pemutakhiran basis dan nilai obyek pajak dalam menunjang 
ekstensifikasi. Uraian tugas dari seksi ekstensifikasi antara lain:
1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
ekstensifikasi.
2) Pendaftaran Objek Pajak baru dengan penelitian kantor dan 
lapangan.
3) Penerbitan himbauan ber- NPWP.
4) Pencarian data potensi perpajakan.
5) Pelaksanaan penilaian individual objek PBB.
6) Pembuatan DBKB.
7) Pembentukan/ penyempurnaan ZNT/ NIR.
8) Pemeliharaan data objek pajak dan subjek PBB.
9) Penyelesaian mutasi sebagian dan atau seluruhnya objek dan 
subjek PBB.
10) Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP.
11) Penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.
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12) Penerbitan daftar nominative usulan SP3 SPL ekstensifikasi.
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri dari 3 (tiga) waskon, yaitu 
waskon I, waskon II, dan waskon III. Seksi pengawasan dan konsultasi 
masing – masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada 
Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, pengawasan profil 
Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data 
Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan 
ketetapan pajak. Usulan pengurangan PBB serta BPHTB dalam 
melakukan evaluasi hasil banding. Setiap Waskon masing – masing 
membawahi beberapa daerah atau kecamatan, antara lain:
1) Waskon I membawahi 14 kecamatan, meliputi:
a) Karanganyar
b) Karangpandan
c) Kebak Kramat
d) Tangen
e) Tasikmadu
f) Sambung Macan
g) Mojogedang
h) Sidoharjo
i) Gemolong
j) Mondokan
k) Sumber Lawang
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l) Tanon
m) Kalijambe
n) Masaran
2) Waskon II membawahi 9 kecamatan, meliputi:
a) Jaten
b) Sragen
c) Gondang
d) Jatipuro
e) Jenar
f) Tawangmangu
g) Sukodono
h) Kedawung
i) Matesih
3) Waskon III membawahi 13 kecamatan, meliputi:
a) Colomadu
b) Gondangrejo
c) Ngargoyoso
d) Kerjo
e) Jatiyoso
f) Jumantono
g) Plupuh
h) Sambirejo
i) Ngrampal
j) Karang Malang
37
k) Jumapolo
l) Miri
Uraian tugas dari seksi Waskon antara lain:
1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
pengawasan dan konsultasi.
2) Penerbitan SPMKP, SPMIB, SKBKBN/ SKBKBT/ STB, SKP 
PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbauan SPT.
3) Penerbitan SPMKP/ SPMIB pengganti karena kadaluwarsa.
4) Penerbitan SPMKP/ SPMIB yang rusak/ salah (yang sudah atau 
belum diterbitkan).
5) Penyelesaian permohonan WP.
6) Pembuatan SPMKP/ SPMIB yang hilang.
7) Penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain.
8) Penyelesaian pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT secara jabatan.
9) Pelaksanaan putusan gugatan/ banding.
10) Penyelesaian penghitungan lebih bayar.
11) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB.
12) Pemberian bimbingan kepada WP.
13) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis 
perpajakan bagi WP.
14) Layanan permintaan perubahan metode penilaian persediaan.
15) Penetapan WP patuh.
16) Pemutakhiran profil WP.
17) Pelaksanaan Ekulisasi.
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18) Pengusulan PKP fiktif.
19) Penatausahaan SK pembetulan dari seksi pengawasan dan 
konsultasi.
20) Penatausahaan SKK/ PB/ pengurangan atau pembatalan ketetapan 
pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di 
seksi pengawasan dan konsultasi.
21) Penyusunan estimasi penerimaan pajak ber – NPWP.
22) Pelaksanaan penelitian dan analisis  kepatuhan material WP.
h. Seksi Penagihan
Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan urusan 
penatausahaan piutang pajak penundaan dan angsuran tunggakan 
pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang, serta 
penyimpanan dokumen – dokumen penagihan. Uraian tugas dari seksi 
penagihan antara lain:
1) Membuat surat teguran dan surat paksa.
2) Menerbitkan surat sita.
3) Membuat laporan surat paksa.
4) Melaksanakan lelang.
5) Menerima dan mentatausahakan daftar pengantar SPT/ SKP/ PBK 
dari seksi pelayanan dan kemudian merekamnya.
6) Mentatausahakan surat masuk dan surat keluar.
7) Melakukan konfirmasi data tunggakan pajak.
8) Mencetak surat teguran.
9) Melakukan validasi tunggakan wajib pajak.
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10) Mentatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/ 
SKP ketetapan wajib pajak.
11) Pengarsipan berkas tunggakan wajib pajak.
12) Membuat laporan bulanan, triwulan, laporan usulan penghapusan 
dan laporan perkembangan tunggakan pajak.
i. Seksi Fungsional
Seksi fungsional mempunyai tugas menyampaikan Surat Perintah 
Pemeriksaan Pajak (SPPP), melakukan pemeriksaan, dan melakukan 
penilaian terhadap obyek pajak di lapangan.
j. KP2KP Sragen
KP2KP (Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan Pelayanan 
dan Konsultasi Perpajakan) Sragen mempunyai peran melakukan 
urusan penyuluhan dan konsultasi bidang perpajakan kepada 
masyarakat. Untuk menyelenggarakan peran tersebut, KP2KP 
mempunyai tugas sebagai berikut:
1) Penyuluhan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, 
dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.
2) Pelayanan konsultasi di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada 
masyarakat.
4. Tugas dan Fungsi KPP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar memiliki tugas 
melaksanakan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 
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Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya (PTLL) dalam 
daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang di tetapkan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 
penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.
b. Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, serta pemantauan dan 
penyusunan laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), pajak 
Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
(PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
c. Penatausahaan dan Pengecekan SPT Tahunan serta berkas wajib pajak.
d. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, serta 
restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak 
Langsung Lainnya (PTTL).
e. Pengurusan pemberian Surat ketetapan Pajak (SKP)
f. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
g. Pengurangan sanksi perpajakan.
h. Penyuluhan dan Pelayanan Konsultasi Pajak.
i. Pengurusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP).
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5. Lokasi KPP Pratama Karanganyar
Berkaitan dengan perannya untuk selalu memberikan pelayanan dibidang 
perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Karanganyar berada di lokasi yang sangat strategis 
sehingga mudah ditemukan. Saat ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Karanganyar berada Jl. KH. Samanhudi No. 7 Komplek 
Perkantoran Cangakan, Karanganyar.
6. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
a. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi model pelayanan 
masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan 
kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat dengan ciri –
ciri sebagai berikut:
1) Aparat berintegritas tinggi dan profesional.
2) Memiliki kinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi 
perpajakan negara –negara maju.
3) Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh.
4) Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik 
internasional.
5) Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang 
tinggi.
b. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan dari 
dalam negeri dan dari sektor pajak yang mampu menunjang 
kemandirian pembiayaan pembangunan berdasarkan Undang – undang 
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perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak 
yang tinggi, dengan batasan antara lain:
1) Tingkat Tax Ratio, dan Complience Ratio yang tinggi.
2) Pajak yang mampu berperan utama dalam membiayai APBN.
3) Kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion.
4) Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, 
sosial, dan politik.
5) Cost of Collection yang rendah.
Nilai acuan yang dipakai dalam menjalankan misi Direktorat Jenderal 
pajak adalah:
1) Profesionalisme ( Integritas, disiplin, dan kompetensi ).
2) Transparansi.
3) Pelayanan Publik Prima.
4) Agen pemberdayaan dan pemberadaban masyarakat
7. Wewenang Direktorat Jenderal Pajak
Beberapa wewenang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak antara 
lain:
a. Memberikan bukti penerimaan pendaftaran wajib pajak dan bukti 
penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak.
b. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerbitkannya 
secara jabatan.
c. Menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan 
menerbitkannya secara jabatan.
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d. Menerbitkan keputusan penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP.
e. Menerbitkan ijin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT 
Tahunan pajak penghasilan.
f. Mengeluarkan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan.
g. Mengeluarkan SPT hasil penelitian atau pemeriksaan SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN.
B. Laporan Magang
1. Aktivitas Kegiatan Magang
Selama menjalani proses magang aktivitas yang penulis lakukan karena 
berada pada seksi PDI, maka kegiatan yang penulis lakukan merekam SPT 
Masa baik PPh 21/26, PPN, PPnBm, PPn PUT, penulis juga melakukan 
pemetaan meskipun hanya selam 5 hari. Pada hari Kamis, 18 Maret 2010 
penulis ikut serta dalam sosialisasi PBB yang bertempat di Balai Desa 
Gerdu. Selanjutnya penulis melakukan perekaman Alat Keterangan. Pada 
akhir periode magang penulis mempunyai tugas perekaman e-NPWP.
Untuk lebih lengkapnya terlampir pada Laporan Kegiatan Magang 
Mahasiswa.
2. Jadwal Kegiatan Magang
Kegiatan magang dimulai dari hari Senin tanggal 1 Februari sampai 
dengan hari Rabu tanggal 31 Maret dengan masuk pukul 07.30 s/d 15.00 
WIB dengan 5 hari kerja setiap minggunya dari hari Senin sampai hari 
Jum’at.
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Selengkapnya terlampir pada Laporan  Presensi Harian Pelaksanaan 
Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM)
C. Pembahasan
1. Efektivitas Penggunaan Sarana Drop Box di KPP Pratama Karanganyar
Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Karanganyar dibagi menjadi dua jenis Wajib Pajak, yaitu :
a. Wajib Pajak efektif
Wajib Pajak efektif adalah Wajib Pajak terdaftar dikurangi dengan 
Wajib Pajak non efektif.
b. Wajib Pajak non efektif 
Wajib Pajak non efektif adalah Wajib pajak yang selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tidak menyampaikan SPT Tahunan, Wajib Pajak 
Orang Pribadi telah meninggal dunia dan ahli warisnya belum 
memberitahukan secara resmi sehingga masih terdaftar di dalam 
administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang telah pindah alamat tanpa memberikan terlebih dahulu 
kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak tersebut 
terdaftar sehingga keberadaannya sulit ditemukan. Sedangkan untuk 
Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak non efektif terjadi karena badan 
usaha tersebut sudah tidak menjalankan usaha lagi tetapi belum 
dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, maka penulis akan 
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menyajikan tabel Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerja Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. 
Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
KPP Pratama Karanganyar
Per 31 April 2009
   
No
Wajib Pajak Terdaftar
Menyampaikan 
SPT
Tidak 
Menyampaikan 
SPT
2009 2009 2009
1 Badan 3602 3563 39
2
Orang 
Pribadi
30806 30475 331
3 Pemungut 1948 1914 34
Total 36356 35952 404
Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang 
terdaftar adalah sebanyak 36.359 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah SPT 
Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan di Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Karanganyar pada tahun 2009 yaitu dari tanggal 1 
Januari 2009 sampai dengan 31 April adalah 35.952. Dalam 
penyampaian data SPT Tahunan tersebut, didalamnya sudah termasuk 
Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya 
melalui Drop Box. Salah satu indikator kepatuhan Wajib pajak adalah 
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya dalam penyampaian 
SPT Tahunan. Agar dapat mengetahui lebih rinci tentang keadaan SPT 
Tahunan, terutama SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang dilaporkan 
oleh Wajib Pajak, maka penulis akan menyajikan tabel penyampaian 
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SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama 
Karanganyar Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008.
Tabel 2
Daftar Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
KPP Pratama Karanganyar
Tahun Nihil Kurang Bayar Lebih Bayar Jumlah
2004 3.136 986 8 4.112
2005 3.264 819 6 4.089
2006 3.138 864 8 4.010
2007 6.705 1.071 8 7.784
2008 14.973 1.270 11 16.254
Sumber: PDI/ SI DJP
Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang 
terdaftar mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 adalah 
sebanyak 36.249 Wajib Pajak. Selain itu tabel diatas menunjukkan telah 
terjadi peningkatan dalam penyampaian SPT Tahunan. Peningkatan yang 
cukup signifikan terjadi dari tahun 2007 sampai tahun 2008. Hal ini 
terjadi karena konsep Sunset Policy.
Kenaikan penyampaian SPT dari tahun 2007 ke 2008 mengalami 
peningkatan sebesar 8.470 SPT atau dengan prosentase sebesar 52,11%. 
Hal ini dikarenakan kelanjutan konsep dari sunset policy yaitu Drop Box.
Tingkat efektivitas Drop Box dapat dihitung dengan cara 
membandingkan realisasi penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan  
melalui Drop Box dengan target penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan melalui Drop Box. Apabila perhitungan efektivitas Drop 
Box menghasilkan angka atau prosentase mendekati atau melebihi 100% 
maka Drop Box sangat efektif dan mempunyai peran yang sangat 
penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengetahui 
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seberapa besar efektiviitas Drop Box, maka rumusan perhitungnnya 
adalah sebagai berikut:
Efektivitas = (Realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh melalui Drop 
Box / Target penyampaian SPT Tahunan PPh melalui 
Drop Box) x 100%
Karena tidak adanya target dari konsep Drop Box, maka efektivitas 
dilihat dari sisi tingkat perkembangannya yaitu tingkat penyampaian 
SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebelum menggunakan Drop Box
dengan tingkat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan setelah 
menggunakan Drop Box.
Oleh karena hal tersebut, untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak Efektif 
dan Non Efektif penulis menyajikan tabel mulai dari Tahun 2004 sampai 
dengan Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
Tabel 3
Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif
KPP Pratama Karanganyar
Tahun WP Terdaftar WP Efektif
WP Non 
Efektif
Persentase 
WP Efektif
2004 16.463 15.271 1.192 92,7%
2005 18.454 17.236 1.218 93,3%
2006 20.712 19.469 1.243 93,9%
2007 29.764 29.454 310 98,9%
2008 30.815 30.517 298 99,0%
Sumber: PDI/ SI DJP
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada tahun 2008 adalah sebesar 30.815 
dengan jumlah wajib pajak efektif sebesar 30.517, sehingga dapat 
diprosentasekan menjadi 99,0% dari jumlah wajib pajak terdaftar.
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2. Kendala dalam penggunaan sarana Drop Box Dan Upayanya di KPP 
Pratama Karanganyar
Kendala-kendala yang dihadapi dalam Drop Box di Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Karanganyar:
1) Wilayah kerja Drop Box yang terlalu luas.
Karanganyar merupakan sebuah kabupaten yang memiliki wilayah 
yang sangat luas. Sehingga untuk memudahkan Wajib Pajak 
menyampaikan SPT Tahunan Pajak , Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Karanganyar memberikan layanan yang berupa Drop Box. 
Hal tersebut akan memberikan kendala pegawai KPP dalam 
melakukan tugas untuk menjadi pengawas atau pendamping Drop 
Box dalam penerimaan SPT Tahunan PPh.
2) Minimnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak orang 
yang tidak tahu bahwa Drop Box itu hanya untuk SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan
Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Karanganyar dalam mengatasi kendala-kendala tersebut :
1) Pemeriksaan dan Pengawasan
Pemeriksaan dan pengawasan yang cermat dan teliti yang 
dilakukan oleh pegawai KPP Pratama Karanganyar terhadap 
Drop Box akan menghindari adanya kesalahan yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak.
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2) Dilakukan pengiriman / penyampaian surat himbauan atau 
pemberitahuan kepada Wajib Pajak untuk mengingatkan bahwa 
importir harus segera memenuhi kewajiban membayar pajak.
3) Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar 
pajak dapat ditingkatkan apabila :
a) Sistem dan tarif pajak dirasakan adil oleh masyarakat.
b) Ketentuan pajak dilakukan konsekuen tanpa pandang bulu.
c) Masyarakat yakin bahwa uang pajak digunakan untuk hal-
hal yang bermanfaat bagi mereka.
4) Diterbitkan surat tagihan pajak atau penerapan sanksi hukum 
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.
5) Penyuluhan perpajakan terhadap Wajib Pajak.
Petugas KPP Pratama Karanganyar berusaha meningkatkan 
kepatuhan importir dengan memberikan penyuluhan kepada 
Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban mereka dalam 
perpajakan, apa saja syarat yang harus dilengkapi dalam 
pembayaran SPT Tahunan Pajak Penghasilan, bagaimana 
mekanisme pemungutannya, dan sebagainya. Penyuluhan 
hendaknya rutin dilakukan.
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6) Penyebaran informasi
Selain penyuluhan, petugas juga harus rutin dalam penyebaran 
informasi agar eksportir tahu dan tidak ketinggalan terhadap 
adanya perubahan dalam peraturan. Informasi diberikan baik 
melalui brosur, media cetak, media elektronik, dan sebagainya.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya 
yang berhubungan dengan sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan melalui Drop Box di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Karanganyar, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui Drop 
Box dianggap sudah efektif. hal tersebut dikarenakan adanya 
peningkatan penyampaian SPT setelah adanya Drop Box.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Karanganyar melalui Drop Box salah satunya adalah minimnya 
sosialisasi kepada masyarakat sehingga orang tidak tahu bahwa Drop 
Box digunakan sebagai sarana penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut 
disosialisasikan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, PER 
No.19/PJ/2009 dan Surat Edaran No. SE-15/PJ/2009.  
B. Saran
Penulis memberikan rekomendasi atau saran-saran sebagai berikut :
1. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar lebih   
rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peranan Drop 
Box dalam penyampaian SPT.
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2. Memperbanyak penempatan Drop Box agar Wajib Pajak lebih mudah 
menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
3. Memperbanyak petugas Drop Box agar lebih mudah dalam 
pengawasannya.
4. Mengoptimalisasikan kinerja petugas Drop Box dengan cara 
memberikan upah atau imbalan.
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DAFTAR PUSTAKA
PER No.19/PJ/2009 Tentang Sosialisasi Penggunaan Drop Box
Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 Tentang Surat 
Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan
Suandy Erly, Perpajakan,Salemba Empat, Jakarta,  2006
Surat Edaran No.SE-15/PJ/2009 Tentang Penggunaan Drop Box
Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan
Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan 
